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Kesimpulan Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap akta yang dibuatnya 
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Kesumpulan  Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia dimuat 

dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Dimana tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP tidak 
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Kesimpulan Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapanya yaitu 

pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan 

hukum, pertanggungjawaban secara pidana karena adanya pelanggaran 

terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264 
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Kesimpulan Notaris sebenarnya tidak bisa di jatuhi hukum pidana terkait akta yang 

dibuatnya, apabila akta tersebut sudah dijalankan sebagaimana prosedur yang 

seharusnya, dalam hal ini yakni tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau 

ketertiban umum. Namun dewasa ini karena semakin banyaknya notaris dan 

juga semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh seorang Notaris 

maka ada juga Notaris yang bersentuhan dengan kasus hukum terkait 

pemalsuan akta yang dibuatnya, seperti kasus Notaris di Kaltim, akta terkait 

Yayasan Perguruan Wahidin, dan juga kasus putusan Mahkamah Agung No. 
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Simpulan Bahwa indikator sehingga Notaris   dapat   dibebani   pertanggungjawaban   

terhadap   isi   Akta   Autentik   yang   dibuatnya  adalah  adanya  

kesengajaan  maupun  kelalaian  notaris  dalam  pembuatan  akta   autentik.   
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kepada  Notaris  terhadap  isi  Akta  Autentik  yang  tidak  sesuai  dengan  

fakta,  antara  lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan 

Administrasi/Kode Etik.  


